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6. Seluruh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Hulu Sungai Utara yang turut membantu dalam pelaksanaan Praktik Magang 

ini.  

7. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moril dan materil 

serta teman-teman yang telah membantu.   

8. Penulis menyadari dalam penulisan laporan praktik ini masih banyak 

kekurangannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, 

kemampuan, dan pengalaman yang saya miliki. Oleh karena itu kritik dan 

saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Penulis 

juga berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Magang 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai 

Utara merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di 

wilayah Kalimantan Selatan. Pelayanan kependudukan ini meliputi biodata 

penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas 

anak, surat keterangan pindah, surat keterangan datang, surat keterangan 

pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat 

keterangan tempat tinggal, surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir 

mati, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan 

perceraian, surat keterangan kematian, surat keterangan pengangkatan anak, 

surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia, surat keterangan 

pengganti tanda identitas, surat keterangan pencatatan sipil, akta kelahiran, 

akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan 

akta pengesahan anak.  

Menurut Wasistiono dalam Hardiansyah (2011:11) pelayanan publik 

adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah maupun pihak swasta kepada 

masyarakat, dengan ataupun tanpa pembayaran untuk memenuhi kebutuhan 

atau kepentingan masyarakat. 

Pendaftaran penduduk adalah proses pencatatan dan pengelolaan data 

setiap penduduk oleh pemerintah untuk memperoleh data kependudukan 

yang akurat dan terbaru. Di Indonesia, pendaftaran penduduk merupakan 
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bagian dari administrasi kependudukan dan dilaksanakan oleh instansi yang 

berwenang, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). 

Jasa pelayanan yang baik akan dirasakan oleh masyarakat apabila 

instansi yang menyediakan jasa pelayanan tersebut benar-benar dapat 

melayani secara santun dan profesional dengan kualitas standar pelayanan, 

prosedur yang baik, aman, lancar, tertib, serta kepastian biaya atas jasa 

pelayanan yang diberikan. Masyarakat akan merasakan kepuasan apabila 

menerima pelayanan yang baik dan profesional dari penyedia pelayanan. 

Jika mereka memperoleh kepuasan atas layanan yang diberikan, maka akan 

timbul kepercayaan dari masyarakat sebagai pengguna jasa untuk 

menggunakan kembali layanan tersebut. 

Melalui inovasi bernama PANDAN BATUNG atau Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Bisa di tunggu, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 

menghadirkan layanan cepat dengan waktu penyelesaian hanya 15 hingga 

60 menit. Inovasi yang mulai berjalan sejak awal Juni 2025 itu menjadi 

terobosan pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam 

mengurus dokumen administrasi kependudukan (adminduk). Inovasi 

tersebut dirancang agar masyarakat bisa mendapatkan layanan adminduk 

secara lebih cepat, praktis, dan efisien. 

Proses pelayanan dimulai dari petugas front office yang 

mengidentifikasi kebutuhan warga, serta memberikan formulir pengisian 

data. Setelah formulir selesai diisi, warga diarahkan menuju petugas 

verifikasi berkas. Jika berkas dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, warga 
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akan diberikan nomor antrean untuk menunggu panggilan di loket 

pelayanan. Di loket pelayanan, petugas kembali meneliti formulir dan 

dokumen pendukung sebelum memproses pembuatan dokumen 

kependudukan, perekaman KTP elektronik, maupun aktivasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD). 

Waktu penyelesaian layanan berkisar antara 15-60 menit, bergantung 

pada jenis layanan yang diajukan, kestabilan jaringan internet, serta koneksi 

ke server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat. 

Setelah proses selesai, warga juga diarahkan mengisi Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) dengan memindai barcode menggunakan telepon pintar 

masing-masing. Inovasi PANDAN BATUNG membawa dampak positif 

terhadap kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan. 

Terutama bagi warga yang sebelumnya enggan mengurus dokumen karena 

menganggap prosesnya rumit dan memakan waktu lama. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Amuntai Nomor 04/120/STIA-Amt/Prodi/AP/IV/2026, 

Perihal Mohon Ijin Praktik Magang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi Amuntai pada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 400.12.1/205/Disdukcapil/2026, Perihal Kesediaan Menerima 

Mahasiswa Magang. Berdasarkan surat tersebut, maka telah ditetapkan 

objek Praktik Magang yaitu kegiatan magang pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan magang pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 

dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 21 Agustus 2026. 
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1. Alasan diperlukannya magang bagi mahasiswa yaitu :  

a) Memperdalam materi yang didapat dalam sebuah sistem belajar 

mengajar tidak cukup jika hanya mengandalkan teori saja, akan tetapi 

juga memerlukan praktik. Hal ini bertujuan untuk memperdalam 

pengetahuan mahasiswa lebih dari materi yang diberikan dosen.  

b) Memperoleh gambaran nyata mengenai pekerjaan Magang sangat 

membantu untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana 

pekerjaan yang ditekuni dari program studi yang dipilih. Khususnya 

dalam pelaksanaan pelayanan administrasi. Melalui kegiatan magang, 

mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana proses 

pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan, mulai dari 

peneimaan dan pengolahan dokumen, pengarsipan, penginputan data, 

hingga pemberian pelayanan kepada masyarakat.  

c) Melatih diri berinteraksi dengan masyarakat Dengan adanya praktik 

magang dapat melatih kepribadian dan kepahaman mahasiswa dalam 

bergabung dan berinteraksi di lingkungan masyarakat sehingga bisa 

bekerja sama dengan baik.  

2. Alasan-alasan pemilihan instansi tempat magang :  

Alasan penulis memilih tempat magang di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil yaitu karena untuk mengetahui bagaimana tata cara 

administrasi di instansi. Alasan lain yaitu karena ingin belajar persyaratan 

yang dibutuhkan untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan.  
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3.  Alasan-alasan lain yang relevan : 

a) Untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana dunia 

kerja yang sesungguhnya.  

b) Menambah keterampilan yang tidak didapatkan mahasiswa selama 

dibangku kuliah.  

c) Sebagai salah satu usaha mempersiapkan SDM yang berkualitas di 

masa mendatang. 

B. Ruang Lingkup Magang 

Dalam pelaksanaan magang pada suatu kantor sudah pasti ada batasan 

yang mereka berikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan magang. 

Ruang lingkup kerja dan pekerjaan yang dilakukan mahasiswa yang 

melakukan proses pelaksanaan magang hanya yang bersifat transparan dimana 

ada pihak kantor yang bisa mengedit bila ada kesalahan. Kegiatan magang 

dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan. 

Dalam pelaksanaan magang, mahasiswa banyak dibimbing oleh 

pegawai dan pembimbing lapangan sehingga mahasiswa banyak mendapatkan 

masukan dan informasi yang lebih kompetitif. Praktik magang berlangsung 

selama 2 bulan mulai tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 21 Agustus 2026 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Amuntai Selatan di Bidang 

Pendaftaran Penduduk. 
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1. Bagian/unit kerja mahasiswa ditempatkan: 

Mahasiswa ditempatkan pada Bidang Pendaftaran Penduduk di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

Kecamatan Amuntai Selatan. 

2. Jenis kegiatan atau pekerjaan di bagian tersebut secara umum: 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil merupakan bidang yang berhubungan dengan pendaftaran 

dan pengelolaan identitas penduduk, termasuk pelayanan dokumen 

kependudukan dan perpindahan penduduk. Dalam struktur, bidang ini 

memiliki tugas melaksanakan kebijakan dan pelayanan pendaftaran 

penduduk, menerbitkan dokumen, mendokumentasikan hasil pelayanan, 

serta melakukan pengendalian dan evaluasi. Berikut adalah rincian 

kegiatan dan jenis pekerjaan yang biasannya dilakukan di bidang 

pendaftaran penduduk: 

a. Kegiatan dan Pekerjaan di Pendaftaran Penduduk Pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara: 

1) Pelayanan Dokumen Identitas Dan Biodata 

Bagian ini menangani perekaman data, penerbitan dokumen 

identitas, dan mutasi (perpindahan) penduduk. Pekerjaan di loket 

atau bidang ini meliputi: 

a) Perekaman dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-el). 

b) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru, perubahan, atau 

pergantian 
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c) Penerbitan Kartu Identitas Anak 

d) Penerbitan Biodata Penduduk 

e) Aktivasi dan layanan Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) 

2) Pengurusan Kepindahan dan Kedatangan Penduduk 

a) Pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara 

Indonesia (SKPWNI) antar kecamatan, kabupaten, atau 

provinsi. 

b) Pencatatan kedatangan penduduk dating ke wilayah 

kabupaten. 

c) Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) 

bagi orang asing. 

3) Pendataan Khusus dan Inovasi Layanan 

a) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan 

(seperti masyarakat disabilitas). 

b) Pendataan penduduk non permanen. 

c) Kegiatan jemput bola keliling (seperti program layanan 

keliling pasar atau desa) untuk memudahkan akses warga 

di daerah. 

b. Rincian Pekerjaan para petugas 

1) Petugas Front Office (layanan meja depan): menerima berkas 

permohonan dari masyarakat, memeriksa kelengkapan syarat, 

memberikan nomor antrean. Mereka harus memastikan berkas 

yang sudah benar dan sesuai sebelum diproses ke sistem.  
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2) Operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan): 

menginput data masyarakat ke dalam sistem database nasional, 

melakukan verifikasi kecocokan data dan memproses cetak 

dokumen (KK, Akta, dll). 

3) Petugas Perekaman Biometrik: memandu masyarakat dalam 

proses foto, pengambilan sidik jari, dan pemindaian retina mata 

untuk pembuatan KTP-el. 

4) Petugas Pengaduan dan Informasi: melayani masyarakat yang 

mengalami kendala (misal: NIK ganda, data tidak sinkron, atau 

kehilangann dokumen) serta memberikan penjelasan mengenai 

prosedur yang membingungkan. 

C. Tujuan dan Manfaat Magang 

Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, 

demikian juga yang akan penulis lakukan sehubungan dengan hasil praktik di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Kecamatan Amuntai Selatan. 

1. Tujuan Praktik Magang  

Adapun tujuan dalam melaksanakan praktik magang ini adalah : 

a. Untuk memperluas pemahaman terhadap cara yang dilakukan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai 

Utara yang berkaitan dengan aktivitas pengolahan data administrasi 

kependudukan. 

b. Untuk mendapat pengalaman langsung dalam hal melaksanakan 

pengolahan data administrasi kependudukan. 
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c. Mendapat gambaran umum tentang pelaksanaan perkantoran yang 

terpadu, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

1) Tujuan Umum  

a) Untuk memenuhi mata kuliah wajib pada Perguruan 

Sekolah Tinggi ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.  

b) Untuk mengetahui perbandingan antara teori dan praktik 

selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada pada 

tempat praktik magang.  

2) Tujuan Khusus  

a) Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan tata 

kerja serta hambatan yang dihadapi dan memberikan 

langkah-langkah alternatif pemecahannya.  

b) Sebagai bahan evaluasi kemampuan penulis dalam 

melaksanakan kegiatan praktik magang.  

2. Manfaat Praktik Magang 

a) Bagi Mahasiswa  

Adapun manfaat dari praktik magang ini adalah : 

1) Untuk mengetahui macam aktivitas tata cara kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai 

Utara.  

2) Dapat terjun langsung dalam pelaksanaan kerja pada instansi 

atau perusahaan yang bersangkutan sehingga mahasiswa 

diharapkan mempunyai pengalaman kerja  
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3) Memperoleh peluang untuk dapat bekerja diperusahaan atau 

instansi tempat praktik kerja lapangan.  

4) Mahasiswa dapat belajar dan memahami tentang struktur 

organisasi dan pembagian sistem kerja pada sebuah 

perusahaan menurut fungsi serta kegunaannya.  

b) Bagi instansi atau perusahaan  

1) Merupakan sarana untuk menunjang pelaksanaan kerja.  

2) Menjembatani hubungan antara instansi atau perusahaan 

dengan lembaga pendidikan program Administrasi negara 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai untuk 

kerjasama lebih lanjut.  

c) Bagi Perguruan Tinggi  

1) Meningkatkan kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Amuntai dengan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.   

2) Pengembangan akademik bagi mahasiswa dan staf pengajar di 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.  

3) Serta memperoleh masukan dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 

penyempurnaan pembelajaran agar sesuai kebutuhan 

dilapangan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

A. Lokasi Magang 

 Praktik kerja (Magang) dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat 

di Jl. Karya Manuntung, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Kode Pos 71419. 

Adapun gambar bangunan Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Adapun waktu kegiatan magang yang dilakukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu dari 

hari Senin sampai Jum’at. yang terhitung mulai tanggal 22 Juni 2026 sampai 

dengan 21 Agustus 2026 . Pada hari senin sampai kamis jam 08.00 WITA 
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sampai dengan 16.00 WITA dan jum’at dari jam 08.00 WITA sampai dengan 

11.00 WITA. 

B. Kondisi Geografis 

Adapun Kondisi geografis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Lokasi Geografis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai secara geografis 

terletak pada koordinat 2° 1’ 37” - 2° 35’ 58” Lintang Selatan dan 114° 50’ 

58” - 115° 50’ 24” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

tercatat sebesar 892,7 km², yang setara dengan sekitar 2,38% dari total luas 

wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, kabupaten ini 

membawahi 219 desa/kelurahan yang tersebar di berbagai kecamatan, 

menjadikannya salah satu wilayah dengan karakter pedesaan yang cukup 

dominan. 

Adapun Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki batas-batas 

administrasi sebagai berikut :  



 
 

13 
 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan 

Kabupaten Tabalong; 

2. Sebelah Barat : Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi 

Kalimantan Tengah; 

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, 

Barito Kuala dan Hulu Sungai Tengah;  

4. Sebelah Timur : Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah. 

Secara Geografis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di 2°25'40" Lintang Selatan dan 

115°14'47" Bujur Timur. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di Jl. Karya Manuntung, Kelurahan 

Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.  

Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki luas wilayah 57,00 Km² 

atau 8,81 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.  

Batas wilayah Amuntai Selatan adalah sebagai berikut :  

a. Sebelah Utara : Kecamatan Amuntai Tengah 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Pandan dan wilayah Kabupaten 

Balangan  

c. Sebelah Timur : Kecamatan Amuntai Tengah dan Kabupaten 

Balangan 

d. Sebelah Barat : Kecamatan Babirik dan  Kecamatan Danau 

Panggang 
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Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi 10 kecamatan, 

yaitu Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Paminggir, Kecamatan 

Babirik, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan 

Amuntai Tengah, Kecamatan Banjang, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan 

Haur Gading, dan Kecamatan Sungai Tabukan. Di antara kecamatan tersebut, 

Kecamatan Danau Panggang merupakan wilayah terluas dengan cakupan 

25,15% dari total luas kabupaten, sedangkan Kecamatan Sungai Tabukan 

menjadi wilayah dengan luas terkecil yaitu hanya sekitar 2,04%. 

Luas daerah tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 2. 1 

Luas Daerah dan Persentase Luas Daerah Tiap Kecamatan  

di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

No. Kecamatan Luas Daerah (Km2) 
Jumlah 

penduduk 

1. Danau Panggang 124,00 21,613 jiwa 

2. Paminggir 192,68 8,498 jiwa 

3. Babirik 97,76 20,610 jiwa 

4. Sungai Pandan 55,56 29,335 jiwa 

5. Sungai Tabukan 25,51 15,536 jiwa 

6. Amuntai Selatan 145,72 32,303 jiwa 

7. Amuntai Tengah 78,44 52,403 jiwa 

8. Banjang 110,34 19,139 jiwa 

9. Amuntai Utara 40,34 21,783 jiwa 

10. Haur Gading 37,97 17,492 jiwa 

Total 907,49 238,712 jiwa 

Sumber : Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hsu 
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Menurut data administratif pada semester II tahun 2025 tersebut, 

jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 tercatat sebanyak 

238,712 jiwa. Kecamatan Amuntai Tengah menjadi wilayah dengan jumlah 

penduduk terbanyak, disusul oleh Amuntai Selatan dan Sungai Pandan. 

Sementara itu, kecamatan Paminggir memiliki jumlah penduduk paling 

sedikit. 

C. Struktur dan Uraian Tugas 

Struktur organisasi diperlukan bagi suatu kantor karena tanpa adanya 

struktur organisasi kantor tidak mempunyai apa-apa, sebab struktur organisasi 

adalah suatu kerangka yang menunjukan suatu hubungan diantara pejabat 

maupun bidang-bidang kerja satu  sama lain sehingga jelas kedudukan dan 

tanggungjawab masing-masing yang teratur. Susunan Organisasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk 

berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2018. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi beberapa 

jabatan dan bidang, yaitu:  

1. Sekretaris, yang membawahi: 

a. Sub Bagian Perencanaan 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum Kepegawaian 

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan 

Pemanfaatan Data 
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5. Kelompok Jabatan Fungsional 

Adapun struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Struktur Organisasi 

 

Biasanya, susunan strukturnya terdiri dari unsur pimpinan, unsur 

pelaksana, dan unsur pendukung, seperti tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

1) Tugas pokok: 

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

2) Fungsi:  

a) Penyusunan program dan anggaran;  

b) Pengelolaan keuangan;  

c) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan 

barang milik negara;  
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d) Pengelolaan urusan ASN;  

e) Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan; 

f) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan;  

g) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;  

h) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;  

i) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

j) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;  

k) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 

l) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

m) Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi 

kependudukan;  

n) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan sipil;  

o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ W akil 

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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3) Uraian tugas:  

a) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;  

b) Merumuskan dan mewujudkan visi dan misi dinas yang akan 

dicapai dalam perencanaan strategis Dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

c) Menyusun program dan anggaran;  

d) Mengelola keuangan;  

e) Mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan 

barang milik negara;  

f) Mengelola urusan ASN;  

g) Menyusun perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan;  

h) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan;  

i) Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;  

j) Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;  
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k) Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

l) Melaksana kan kerja sama administrasi kependudukan ;  

m) Melaksana kan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ; 

n) Melaksana kan inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;  

o) Membina, mengkoordinasi, mengendalikan bidang administrasi 

kependudukan ;  

p) Melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil;  

q) Mengkoordinasikan kegiatan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil serta kesekretariatan ;  

r) Mengarahkan, membina dan memberikan disposisi kepada 

bawahan di lingkup bidang tugasnya guna kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

s) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan 

sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan 

yang berlaku guna disiplin dan pembinaan karir yang 

bersangkutan;  

t) Melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta kesekretariatan 

sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

u) Mengadakan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 
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sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

v) Memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati 

dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan kebijakan/pengambilan keputusan 

Bupati/Wakil Bupati;  

w) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati/Wakil Bupati 

secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan 

petunjuk selanjutnya. 

b. Sekretaris 

1) Tugas Pokok: 

Memberikan pelayanan administratif dan teknis yang 

meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan 

rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2) Fungsi: 

a) Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;  

b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;  

c) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan 

barang milik negara; 

d) Pengelolaan urusan ASN. 

 

 

 



 
 

21 
 

3) Uraian Tugas: 

a) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja 

Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di Sekretariat 

setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target dan 

sasaran pelaksanaan tugas;  

b) Mengkoordinasikan dan menyusun program dan anggaran;  

c) Melaksanakan pengelolaan keuangan;  

d) Mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan 

barang milik negara;  

e) Mengelola urusan ASN;  

f) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan 

dan bahan lain yang berhubungan dengan sekretariat sebagai 

acuan pelaksanaan tugas;  

g) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

h) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan 

sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan 

pembinaan karir bawahan;  

i) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat 

dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas;  
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j) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan sekretariat sesuai ketentuan peraturan guna 

kelancaran sekretariat; 

k) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam 

rangka penyelenggaraan sekretariat guna terwujudnya tata kelola 

sekretariat yang baik;  

l) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan 

pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan; 

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya;  

n) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan petunjuk selanjutnya. 

Sekretariat terbagi dari tiga sub bagian: 

c. Sub Bagian Perencanaan 

1) Tugas Pokok: 

Melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program 

dan anggaran. 

2) Fungsi: 

(a) Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan program dan anggaran;  

(b) Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan 

anggaran; 

(c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya. 
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3) Uraian Tugas: 

(a) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja 

Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sub Bagian 

Perencanaan setiap tahun mengacu kepada perencanaan 

strategis Sekretariat untuk mencapai target dan sasaran 

pelaksanaan tugas;  

(b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang 

undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya 

yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan sebagai 

acuan pelaksanaan tugas; 

(c) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan perencanaan sesuai ketentuan peraturan 

guna kelancaran Sekretariat;  

(d) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana 

Strategis (Renstra),Rencana Kerja (Renja), Perjanjian 

Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya bersama tim 

yang telah ditetapkan;  

(e) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

dan dokumen kinerja lainnya bersama tim yang telah 

ditetapkan;  
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(f) Merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan 

lingkup Sub Bagian Perencanaan;  

(g) Menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan program dan anggaran;  

(h) Membina, melaksanakan dan mengawasi program dan 

anggaran;  

(i) Menyusun anggaran;  

(j) Menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan satuan kerja; 

(k) Melaksanakan pelayanan pemberian data SKPD; 

(l) Menghimpun program dan data SKPD dari Seksi yang 

diketahui oleh Kepala Bidang dan Sub Bagian yang 

diketahui oleh Sekretaris secara berkala; 

(m) Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait 

bidang tugasnya;  

(n) Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

telah dibuat;  

(o) Melaksanakan urusan ketatausahaan;  

(p) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan 

guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

(q) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja 

bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan 

disiplin dan pembinaan karir bawahan;  
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(r) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat 

Sub Bagian Perencanaan yang terkait bidang tugas sesuai 

ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

(s) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait 

dalam rangka penyelenggaraan perencanaan guna 

terwujudnya tata kelola Sekretariat yang baik;  

(t) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan perencanaan dan menyiapkan 

alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan 

guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

(u) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan 

pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan; 

(v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugasnya; 

(w) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya. 

d. Sub Bagian Keuangan 

1) Tugas: 

Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan 

pembukuan. 

2) Fungsi: 

(a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;  

(b) Pelaksanaan urusan akutansi, verifikasi keuangan;  
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(c) Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan 

penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;  

(d) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;  

(e) Persiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi realisasi 

anggaran; dan  

(f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

3) Uraian Tugas: 

(a) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja 

Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sub Bagian 

Keuangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan 

strategis Sekretariat untuk mencapai target dan sasaran 

pelaksanaan tugas;  

(b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang 

undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan 

lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan 

sebagai acuan pelaksanaan tugas;  

(c) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan keuangan sesuai ketentuan peraturan 

guna kelancaran Sekretariat;  

(d) Menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana 

Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen 

perencanaan lainnya pada Sub Bagian Keuangan untuk 

Sekretariat;  
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(e) Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen pelaporan 

kinerja lainnya pada Sub Bagian Keuangan untuk 

Sekretariat; 

(f) Merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan 

lingkup Sub Bagian Keuangan  

(g) Melakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

(h) Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;  

(i) Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan 

penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;  

(j) Melakukan penyusunan laporan keuangan;  

(k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi 

anggaran;  

(l) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana 

anggaran tidak langsung satuan kerja;  

(m) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi 

pembayaran belanja satuan kerja;  

(n) Melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan 

keperluan/kebutuhan kantor;  

(o) Menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran;  
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(p) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data 

keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran;  

(q) Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan 

memelihara pengarsipan administrasi keuangan;  

(r) Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait 

bidang tugasnya;  

(s) Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

telah dibuat;  

(t) Menyampaikan program dan data Sub Bagian Keuangan 

yang diketahui oleh Sekretaris ke Sub Bagian Perencanaan 

secara berkala; 

(u) Melaksanakan urusan ketatausahaan;  

(v) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan 

peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

(w) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja 

bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan 

disiplin dan pembinaan karir bawahan;  

(x) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada 

perangkat Sub Bagian Keuangan yang terkait bidang tugas 

sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

(y) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait 

dalam rangka penyelenggaraan keuangan guna 

terwujudnya tata kelola Sekretariat yang baik;  
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(z) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan keuangan dan menyiapkan 

alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan 

guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

(aa) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan 

pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan; 

(bb) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugasnya;  

(cc) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya. 

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1) Tugas Pokok: 

Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, 

kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, 

rumah tangga dan penataan barang milik negara. 

2) Fungsi: 

(a) Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan umum 

dan kepegawaian; 

(b) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;  

(c) Pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara; dan 

(d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya. 
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3) Uraian Tugas: 

(a) merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja 

Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian setiap tahun mengacu kepada 

perencanaan strategis Sekretariat untuk mencapai target dan 

sasaran pelaksanaan tugas;  

(b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang 

undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya 

yang berhubungan dengan Sekretariat sebagai acuan 

pelaksanaan tugas;  

(c) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan umum dan kepegawaian sesuai ketentuan 

peraturan guna kelancaran Sekretariat;  

(d) Menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana 

Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen 

perencanaan lainnya pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian untuk Sekretariat;  

(e) Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen pelaporan 

kinerja lainnya pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

untuk Sekretariat;  
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(f) Merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan 

lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

(g) Melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaan surat 

menyurat dan kearsipan;  

(h) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang 

unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU); 

(i) Melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumah 

tangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor 

dan keperluan kantor;  

(j) Melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana 

alat kantor dan keperluan alat kantor;  

(k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, 

pengadaan, pemeliharaan, penghapusan barang inventaris; 

(l) Melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanan dinas, 

akomodasi tamu, humas dan keprotokolan;  

(m) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik 

Negara;  

(n) Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang 

meliputi bazetting, formasi, Anjab, ABK, DUK, data 

pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi 

absensi pegawai;  
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(o) Menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi 

pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan 

pensiun;  

(p) Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait 

bidang tugasnya;  

(q) Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

telah dibuat;  

(r) Menyampaikan program dan data Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian yang diketahui oleh Sekretaris ke Sub Bagian 

Perencanaan secara berkala; 

(s) Melaksanakan urusan ketatausahaan; 

(t) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan 

guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

(u) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja 

bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan 

disiplin dan pembinaan karir bawahan;  

(v) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang terkait bidang 

tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

(w) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait 

dalam rangka penyelenggaraan umum dan kepegawaian 

guna terwujudnya tata kelola Sekretariat yang baik; 
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(x) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan umum dan kepegawaian dan 

menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada 

peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

(y) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan 

pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan; 

(z) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugasnya; dan  

(aa) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya. 

f. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

1) Tugas Pokok: 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. 

2) Fungsi: 

a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 2 

b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk; 

c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk;  

d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;  

e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 6 

f) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk;  

g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; 
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h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

2) Uraian Tugas: 

a) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja 

Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk setiap tahun mengacu kepada 

perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;  

b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

sebagai acuan pelaksanaan tugas;  

c) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai 

ketentuan peraturan guna kelancaran Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

d) Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja 

(PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

(LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) dan dokumen lainnyabersama tim yang telah ditetapkan 

pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;  
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e) Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk;  

f) Menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;  

g) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk; 

h) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk;  

i) Melaksanakan pelayanan pendataan penduduk;  

j) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga, data penduduk, 

mutasi penduduk dan pendaftaran penduduk;  

k) Melayani kartu keluarga, kartu tanda penduduk, mutasi 

penduduk dan pendaftaran penduduk;  

l) Melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;  

m) Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk;  

n) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran 

penduduk; 

o) Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan 

kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;  

p) Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang 

tugasnya;  

q) Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah 

dibuat;  

r) Melaksanakan urusan ketatausahaan;  
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s) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

t) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan 

sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan 

pembinaan karir bawahan;  

u) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terkait bidang 

tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas;  

v) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam 

rangka penyelenggaraan urusan pelayanan pendaftaran penduduk 

guna terwujudnya tata kelola Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk yang baik sesuai bidang tugasnya;  

w) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan 

menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada 

peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

x) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan 

pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan; 

y) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya; dan  

z) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan petunjuk selanjutnya. 
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g. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

1) Tugas Pokok: 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil. 

Pelayanan Akta Kelahiran. 

2) Fungsi: 

a) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;  

b) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil; 

c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pencatatan sipil;  

d) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;  

e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;  

f) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; 

g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

3) Uraian Tugas: 

a) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja 

Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil setiap tahun mengacu kepada perencanaan 

strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 

mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;  
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b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai 

acuan pelaksanaan tugas;  

c) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil sesuai ketentuan 

peraturan guna kelancaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil; 

d) Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja 

(PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

(LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) dan dokumen lainnyabersama tim yang telah ditetapkan 

pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;  

e) Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil;  

f) Menyusun perencanaan pelayanan pencatatan sipil;  

g) Merumuskan kebijakan teknis pencatatan sipil; 

h) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pencatatan sipil;  

i) Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;  

j) Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil;  
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k) Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan 

sipil; 

l) Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan 

kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;  

m) Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang 

tugasnya;  

n) Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah 

dibuat;  

o) Melaksanakan urusan ketatausahaan;  

p) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

q) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan 

sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan 

pembinaan karir bawahan;  

r) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang terkait bidang tugas 

sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

s) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam 

rangka penyelenggaraan urusan pelayanan pencatatan sipil guna 

terwujudnya tata kelola Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang 

baik sesuai bidang tugasnya;  
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t) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dan 

menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada 

peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

u) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan 

pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan; 

v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya;  

w) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan petunjuk selanjutnya. 

h. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan 

Pemanfaatan Data 

1) Tugas Pokok: 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolan informasi administrasi 

kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan 

data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan.  

2) Fungsi: 

a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 

kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan; 
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b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 

kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan;  

c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan 

serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;  

d) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama 

administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan;  

e) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan;  

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya. 
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3) Uraian Tugas: 

a) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja 

Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data setiap tahun mengacu kepada perencanaan 

strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 

mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;  

b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang 

berhubungan dengan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagai acuan 

pelaksanaan tugas;  

c) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan dan pemanfaatan data sesuai ketentuan peraturan 

guna kelancaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

d) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian 

Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnyabersama tim yang 

telah ditetapkan pada Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;  
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e) Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 

f) Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan;  

g) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan 

data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

h) Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 

kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan;  

i) Mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

j) Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan 

kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data;  

k) Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang 

tugasnya;  
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l) Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah 

dibuat;  

m) Melaksanakan urusan ketatausahaan;  

n) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

o) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan 

sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan 

pembinaan karir bawahan;  

p) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan 

peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

q) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam 

rangka penyelenggaraan urusan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan dan pemanfaatan data guna 

terwujudnya tata kelola Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang baik 

sesuai bidang tugasnya;  

r) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan dan pemanfaatan data dan menyiapkan alternatif 

pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas;  
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s) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan 

pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;  

t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya;  

u) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi dan petunjuk selanjutnya. 

i. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas ASN yang memiliki 

keahlian tertentu sesuai kompetensinya. Mereka melaksanakan tugas 

teknis secara profesional sesuai jenjang jabatan fungsional. 

1) Tugas: 

a) Memberikan pelayanan teknis adminsitrasi kependudukan. 

b) Melakukan verifikasi dan validasi data. 

c) Menyusun kajian teknis. 

d) Memberikan konsultaasi kepada masyarakat. 

e) Menyusun laporan teknis 

f) Mengembangkan inovasi pelayanan. 

g) Menjadi narasumber dalam bidang administrasi kependudukan. 

h) Melaksanakan pembinaan sesuai bidang keahlian. 

i) Mendukung pencapaian target kinerja organisasi. 
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D. Data Kepegawaian 

Adapun Daftar Karyawan/Karyawati pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2 

Jumlah Pegawai dan Kedudukan Jabatan Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 

No. Nama/NIP Jabatan 

(1) (2) (3) 

1 Tony Fitriady, S.STP, M.Si 

19780918 199711 1 003 

Kepala Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

2 H. Andris Tomy, S. Pd, MM 

19680803 0199510 1 001 
Sekretaris 

3 Agus Darmayandi, ST, MM 

19760808 199903 1 004 

Kepala Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk 

4 Hj. Ida Astuti, S.Sos 

19681014 199101 2 002 

Kepala Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

5 Donny Firdaus Sofyan, S.Sos, M.AP 

19760815 199603 1 003 

Kepala Bidang Pengelola 

Informasi Administrasi 

Penduduk 

6 Yayuk Sri Suwartiningsih, S.E 

19741115 199803 2 005 

Kepala Bidang Pemanfaatan 

Data dan Inovasi Pelayanan 

7 
Muhammad Idrus, S.Kom 

19821106 201001 1 016 

Kepala Sub Bagian 

Perencanaan 

8 
Noor Wahidah, A.Md 

19811110 200604 2 021 

Kepala Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian 

9 
Ahmad Ramadhani, S.Kom 

19900402 201503 1 004 

Kepala Sub Bagian 

Keuangan 

10 
Muhammad Fazeriansyah, S.Kom 

19880530 201503 1004 

Pranata Komputer Ahli 

Muda 

11 
Rezki Yunira, S. Kom 

19870627 200604 2 001 
Penelaah Teknis Kebijakan 

12 
Melisa Anggraini, S.Sos 

19920302 202203 2 008 
Penelaah Teknis Kebijakan 

13 
Akhmad Agus Maulidi, S. Kom 

19950814 202505 1 002 

Penata Kelola Sistem dan 

Teknologi Informasi 

14 
Imaniar Fitriani, A.Md. Keb 

19950308 202012 1 010 

Pengolah Data dan 

Informasi 

15 
Pahrudi 

19740215 200801 1 021 

Operator Layanan 

Operasional 

16 
Sri Rahma Agustina, S. Kom 

1989081 202421 2 039 

Administrator Database 

Kependudukan Ahli 

Pertama 
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(1) (2) (3) 

17 
Muhammad Nufi Aminuddin, S.Sos 

19890702 202521 1011 
Penata Layanan Operasional 

18 
Jannahtun Elsa, S.Ap 

19990320 202521 2 003 
Penata Layanan Operasional 

19 
Hendra Tisya, SE 

19840112 202521 1 007 
Penata Layanan Operasional 

20 
Umniyati, S.Sos 

19910305 202521 2 008 
Penata Layanan Operasional 

21 
Syarif Hidayatullah, S.Sos 

19840220 202521 1006 
Penata Layanan Operasional 

22 
Hendra Jumaidi, S.Sos 

19911018 202521 1 008 
Penata Layanan Operasional 

23 
Trimuna Liasya, S.Sos 

19870706 202521 2 011 
Penata Layanan Operasional 

24 
Ida Mahrita, S.Sos 

19900318 202521 2 006 
Penata Layanan Operasional 

25 
Maya Astuti, S.HI 

19790506 202521 2 003 
Penata Layanan Operasional 

26 
Muhammad Husaini, S.Sos 

19930909 202521 1 009 
Penata Layanan Operasional 

27 
Dewi Purnama Sari, S. Sos 

19910726 202521 2 007 
Penata Layanan Operasional 

28 
Fitriani, S. Sos 

19960219 202521 2 004 
Penata Layanan Operasional 

29 
Normiati, S. Sos 

19910402 202521 2 010 
Penata Layanan Operasional 

30 
Akhmad Fauzan Yasni, A.Ma 

19800613 202521 1 004 
Penata Layanan Operasional 

31 
Maulisa, S.Sos 

19900925 202521 2 133 
Penata Layanan Operasional 

32 
Supiani, S.Sos 

19870314 202521 1 100 
Penata Layanan Operasional 

33 
Munawarah, S.Sos 

19870417 202521 2 094 
Penata Layanan Operasional 

34 
Muhammad Hardiannor, S.Sos 

19920823 202521 1 143 
Penata Layanan Operasional 

35 
Elka Saputra, S. Sos 

19861124 202521 1 100 
Penata Layanan Operasional 

36 
Pahmi, S.Sos 

19911025 202521 1 138 
Penata Layanan Operasional 

37 
Muhammad Riza Kurniawan, S.Sos 

19861222 202521 1 121 
Penata Layanan Operasional 

38 
Slamet Prasetiyo 

19941224 202521 1 113 

Penata Layanan Operasional 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 
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Dengan susunan pegawai sebagaimana tercantum pada tabel di atas, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 

memiliki komposisi sumber daya manusia yang relatif lengkap dan 

terdistribusi sesuai bidang keahlian. Setiap pegawai memiliki peran dan 

tanggung jawab yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, 

baik pada tingkat pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, hingga staf 

pelaksana  menjadi kekuatan penting dalam menjalankan administrasi 

kependudukan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah ini. 
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BAB III 

PELAKSANAAN MAGANG 

A. Bentuk Kegiatan Magang 

Dalam pelaksanaan magang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, penulis ditempatkan pada satu bagian, 

yaitu Bagian Pendaftaran Penduduk. Waktu pelaksanaan magang pada tanggal 

22 Juni sampai dengan 21 Agustus 2026, yang dilaksanakan pada hari Senin 

sampai dengan Jum'at. Adapun Peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta 

magang sebagai berikut:  

1. Hadir setiap hari Senin – Jum’at pada pukul 08.00 WITA. 

2. Istirahat, makan siang dan sholat pukul 12.00 WITA.  

3. Pulang pada pukul 16.00 WITA, dan jum'at pada pukul 11.00 WITA. 

4. Jika berhalangan hadir harus memberitahu bagian kantor atau surat 

izin/sakit. 

5. Senin-Rabu memakai pakaian formal seperti warna hitam/putih dan 

almameter, hari kamis memakai pakaian sasiran/batik dan untuk hari 

jum'at memakai pakaian olahraga/Bebas Pantas.  

6. Berpakaian Sopan dan membawa Almameter. 

Selain itu, peserta magang diharapkan menunjukkan disiplin, inisiatif, 

dan etika kerja yang baik, karena kegiatan magang ini bukan hanya sebatas 

memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran 

nyata tentang bagaimana budaya kerja di instansi pemerintahan dijalankan.  
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B. Uraian Kegiatan Magang 

Dari bentuk kegiatan di atas, berikut 9 uraian kegiatan Praktik Magang 

pada bidang Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu: 

1. Memfilter Daftar Perekaman KTP  

Mengelompokkan data penduduk berdasarkan wilayah agar 

memudahkan proses analisis, pemantauan, dan pelaporan capaian 

perekaman E-KTP dan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Proses 

tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fitur Filter, sort dan apabila 

diperlukan menggunakan PivotTabel untuk menyusun data berdasarkan 

nama kecamatan dan desa. Setelah data di filter, dilakukan pengecekan 

kembali untuk memastikan tidak terdapat data yang terduplikasi maupun 

kesalahan pengelompokan. Hasil pengolahan data ini digunakan sebagai 

bahan informasi bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam mengevaluasi cakupan perekaman E-KTP dan Pembuatan KIA di 

setiap desa, menentukan wilayah yang masih memiliki tingkat perekaman 

rendah, serta mendukung perencanaan program pelayanan administrasi 

kependudukan secara efektif dan lebih tepat sasaran. 

2. Validasi daftar perekaman KTP Elektronik  

Kegiatan validasi data perekaman KTP Elektronik untuk 

mengelompokkan status penduduk yang telah melakukan perekaman, 

belum melakukan perekaman dan belum dapat melakukan perekaman 

dikarekanakan belum cukup umur. Kegiatan diawali dengan mengakses 

data kependudukan melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi 
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Kependudukan (SIAK), kemudian memeriksa status perekaman setiap 

penduduk berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data yang 

tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, penulis melakukan pencocokan dan 

pengelompokan data sesuai dengan status perekaman, yaitu penduduk 

yang telah melakukan perekaman biometrik, penduduk yang belum 

melakukan perekaman sehingga perlu dijadwalkan atau diimbau untuk 

segera melakukan perekaman lewat perantara seperti pihak sekolahan, atau 

kepala desa. 

3. Pengarsipan Dokumen Kependudukan 

Kegiatan pengarsipan diawali dengan mengumpulkan dokumen 

yang selesai diproses, seperti berkas Kartu Keluarga (KK), Akta 

Kelahiran, Akta Kematian, Surat Keterangan Pindah, dan dokumen 

kependudukan lainnya. Selanjutnya, penulis memeriksa kelengkapan 

berkas, mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis pelayanan, tanggal, 

atau nomor registrasi sesuai dengan sistem pengarsipan yang telah 

ditetapkan oleh instansi. Selain itu, dokumen disusun secara rapi dan 

dimasukkan ke dalam kotak arsip yang telah diberi label agar mudah 

ditemukan kembali ketika diperlukan. Kemudian memastikan setiap kotak 

arsip ditempatkan pada lokasi penyimpanan yang telah ditentukan 

sehingga memudahkan proses pencarian dan menjaga keamanan dokumen. 

4. Memberi Nomor Surat Pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 

Pemberian nomor surat diawali dengan menerima konsep SPPD 

yang telah disiapkan oleh petugas dan memastikan dokumen telah 

memperoleh persutujuan dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya, 
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memberikan nomor surat sesuai dengan urutan penomoran yang berlaku 

pada buku agenda atau sistem administrasi instansi, dengan 

memperhatikan ketentuan mengenai kode klasifikasi surat, nomor urut, 

serta tahun penerbitan. Setelah nomor surat dicantumkan, penulis 

memeriksa kembali kesusaian antara nomor surat dengan data administrasi 

untuk menghindari terjadinya duplikasi atau kesalahan pencatatan. 

5. Membantu Koordinasi Perekaman Data KTP Elektronik di Sekolah 

Membantu koordinasi dalam kegiatan perekaman data E-KTP 

melalui program jemput bola ke sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan 

mendukung persiapan administrasi, mengoordinasikan daftar peserta 

perekaman, serta memastikan kelengkapan data siswa yang akan 

melakukan perekaman E-KTP. Selain itu, membantu mengarahkan peserta 

selama proses perekaman agar kegiatan berjalan dengan tertib dan efisien. 

6. Memberi Stempel Pada Nota Pencairan Dana (NPD) Dan Scan Untuk 

Dijadikan Pdf 

Memberi stempel pada Nota Pencairan Dana (NPD) sebagai bentuk 

pengesahan administrasi sebelum dokumen diproses lebih lanjut. Setelah 

proses pemberian stempel selesai, dokumen kemudian dipindai (scan) 

menggunakan mesin pemindai untuk diubah ke dalam format pdf. Hasil 

pemindaian diperiksa kembali guna memastikan seluruh isi dokumen 

terbaca dengan jelas, lengkap dan sesuai dengan dokumen asli. File pdf 

yang telah dibuat selanjutnya disimpan secara sistematis sesuai dengan 

nama dan kategori dokumen agar mudah ditemukan kembali saat 

diperlukan.  
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7. Membuat Undangan Untuk Perekaman Data KTP Elektronik 

Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun data calon penerima 

undangan berdasarkan data yang telah disediakan, kemudian mengisi 

informasi penting seperti nama, Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor 

Induk Kependudukan (NIK), alamat, desa, kecamatan, serta lokasi 

pelaksaan perekaman E-KTP. Selain itu, dilakukan pengecekan kembali 

terhadap kesesuaian data agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan 

identitas maupun jadwal perekaman.  

8. Menghitung jumlah penduduk yang memiliki KTP dan Kartu Identitas 

Anak (KIA) 

Menghitung jumlah perkembangan penduduk yang membuat Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) se Kabupaten 

Hulu Sungai Utara yang memiliki dan yang belum memiliki untuk 

mengetahui perkembangan persentase kesadaran masyarakat dalam 

pembuatan KTP dan KIA untuk identitas diri dari website resmi Dukcapil. 

9. Membuat Surat Balasan 

Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap surat masuk 

atau permohonan yang diterima oleh instansi. Dalam prosesnya, saya 

membantu menyiapkan konsep surat balasan dengan memperhatikan 

nomor surat, tanggal, tujuan surat, isi, serta bahasa yang digunakan agar 

sesuai dengan tata naskah dinas. Setelah surat selesai dibuat, dilakukan 

pemeriksaan kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan dalam 

penulisan maupun data sebelum surat diperiksa dan ditindaklanjuti oleh 

pegawai yang berwenang. Kegiatan ini memberikan pengalaman dalam 
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memahami proses administrasi persuratan serta pentingnya ketelitian 

dalam pembuatan dokumen resmi. 

C. Kendala Kegiatan Magang Dan Permasalahannya 

1. Kendala Kerja 

Berdasarkan pengamatan peserta magang secara langsung selama 

melaksanakan praktik magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, penulis mengalami beberapa kendala 

sebagai berikut: 

a. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur kerja  

Pada awal pelaksanaan magang, terdapat kendala dalam 

memahami alur dan proses kerja admintarasi kependudukan karena 

terdapat beberapa pekerjaan yang belum pernah dilakukan. Hal ini 

berkaitan dengan proses pengelolaan data, pengarsipan dokumen, 

serta penggunaan aplikasi dalam pelayanan administrasi 

kependudukan. Pemahaman terhadap tata cara keja  ini membutuhkan 

ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam memfilter data bagi 

masyarakat yang belum rekam data untuk pembuatan E-KTP dan 

pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Karena masih dalam tahap 

penyesuaian, penulis sering kali harus memeriksa ulang beberapa kali 

untuk memastikan data benar, sehingga pekerjaan menjadi 

memerlukan waktu lebih lama dari yang seharusnya. 

b. Kurang memahami mengenai penomoran pada surat. 

Pada saat memberikan nomor surat, diperlukan ketelitian agar nomor 

yang dicantumkan sesuai dengan urutan dan ketentuan yang berlaku. 
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Begitu pula dalam memberikan stempel, posisi dan dokumen yang 

diberi stempel harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. Selain 

itu, dalam melakukan pemindaian dokumen diperlukan ketelitian 

untuk memastikan seluruh bagian dokumen terlihat dengan jelas, tidak 

terpotong dan tersimpan dalam format yang sesuai. Dalam kegiatan 

pembuatan undangan untuk kegiatan perekaman KTP, ketelitian juga 

diperlukan dalam mencantumkan nama, NIK, waktu, tempat, serta 

informasi lainnya. Kendala tersebut menjadi pelajaran untuk 

meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

pekerjaan administrasi. 

c. Ketidaksesuaian atau perbedaan data 

Pada saat melakukan penyaringan dan rekapitulasi data 

perekaman KTP berdasarkan kecamatan, terkadang ditemukan data 

yang perlu diperiksa kembali karena terdapat perbedaan informasi atau 

data yang belum lengkap. Hal ini memerlukan ketelitian agar bisa 

membedakan data yang berbeda. 

d. Kurang teliti dalam mengarsip dokumen kependudukan  

Pada saat mengarsip dokumen kependudukan, penulis kurang 

teliti dalam melihat tanggal masuk sesuai dengan urutan, sehingga 

pada saat memasukkan berkas ke dalam kotak arsip, membuat 

pekerjaan menjadi lambat karena harus mengurutkan sesuai dengan 

urutan tanggal masuk. Ketelitian sangat di perlukan agar sesuai dengan 

urutan tanggal masuk berkas agar tidak terjadi kesalahan.  
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e. Kurang percaya diri saat berinteraksi dengan pegawai/staf dinas dan 

Masyarakat. Pada awal masa magang, penulis merasa ragu untuk 

bertanya atau menyampaikan pendapat, terutama kepada pegawai 

yang sudah lebih berpengalaman dan masyarakat yang ditemui saat 

kegiatan. Ketidakpercayaan diri ini muncul karena penulis belum 

mengenal lingkungan kerja secara menyeluruh dan khawatir 

mengganggu aktivitas pegawai. Akibatnya, beberapa informasi yang 

diperlukan tidak langsung didapatkan dan harus ditanyakan berulang 

kali setelah merasa lebih nyaman berinteraksi. 

2. Pemecahan Masalah 

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pada kendala kerja 

selama melaksanakan praktik magang di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka pemecahan 

masalah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu antara 

lain: 

a. Meminta arahan langsung dari pembimbing lapangan serta 

melakukan pengecekan ganda agar proses pengelohan data, 

pengarsipan dokumen, serta penggunaan aplikasi untuk mencetak 

dokumen supaya lebih teliti dan meminimalkan kesalahan. 

b. Mencari referensi tambahan, membaca pedoman teknis, dan 

berdiskusi dengan pegawai dinas untuk memahami lebih mengenai 

persyaratan dalam setiap mengurus dokumen kependudukan. 
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c. Melakukan pengecekan dan pencocokan data kembali dengan 

dokumen pendukung yang tersedia, serta meminta bantuan kepada 

pegawai yang bertanggung jawab untuk memastikan data yang benar 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

d. Meningkatkan ketelitian terhadap setiap pekerjaan yang telah 

diselesaikan. Dengan membuat kebiasaan memeriksa pekerjaan 

sebelum diserahkan, mengikuti prosedur yang berlaku, mencatat hal-

hal penting, dan meminta arahan dari pegawai, kesalahan dalam 

pekerjaan administrasi dapat diminimalkan. 

e. Lebih aktif bertanya, berkomunikasi, serta terlibat langsung dengan 

pegawai maupun masyarakat sehingga pengetahuan bertambah dan 

rasa percaya diri semakin meningkat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Magang merupakan salah satu program dari Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Amuntai yang bertujuan untuk memberikan pengalaman 

nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Setelah melaksanakan 

Praktik Magang pada Bidang Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka penulis 

menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

Penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru mengenai 

berbagai kegiatan pendaftaran penduduk, seperti: 

1. Memfilter Daftar Perekaman KTP dan Pembuatan Kartu Identitas Anak 

(KIA). 

2. Validasi Daftar Perekaman KTP. 

3. Pengarsipan Dokumen Kependudukan. 

4. Memberi Nomor Surat Pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). 

5. Membantu Koordinasi Perekaman Data KTP di Sekolah. 

6. Memberi Stempel Pada Nota Pencairan Dana (NPD) dan Scan untuk 

dijadikan Pdf. 

7. Membuat Undangan untuk Perekaman KTP Elektronik. 

8. Menghitung Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP dan KIA. 

9. Membuat Surat Balasan. 
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Seluruh kegiatan tersebut memberikan pemahaman nyata kepada 

penulis mengenai proses administrasi, edukasi publik, serta pengolahan data 

administrasi kependudukan. 

Selama pelaksanaan magang, penulis juga dilatih untuk meningkatkan 

kedisiplinan, baik dalam hal kehadiran, penyelesaian tugas, maupun dalam 

bersikap sopan terhadap staf dinas. Ketelitian dan tanggung jawab dalam 

mengerjakan setiap tugas menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran 

selama magang. Pengetahuan tersebut dituangkan dalam laporan ini dan 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi maupun bagi 

pihak lain yang membaca laporan ini. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait, pihak 

perguruan tinggi, maupun mahasiswa. 

1. Kepada Bidang Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya pelayanan E-

KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), pindah datang 

penduduk, serta pendataan dan pemutakhiran data penduduk.  

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan ketelitian dalam proses 

pemeriksaan, verifikasi, dan validasi data untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya kesalahan dalam pengolahan maupun penerbitan dokumen 

kependudukan. Pengelolaan dan pengarsipan dokumen juga perlu 
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dilakukan secara tertib, baik dalam bentuk fisik maupun digital, sehingga 

dokumen dapat ditemukan dengan mudah ketika diperlukan.  

2. Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai 

Perlu terus mempertahankan dan memperluas kerja sama dengan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

bahkan jika memungkinkan menjalin kolaborasi dengan instansi. Kerja 

sama yang baik akan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk 

memperoleh pengalaman lapangan yang lebih beragam, mulai pendafraran 

penduduk, pembuatan biodata penduduk, hingga pengelolaan administrasi 

kependudukan.  

3. Kepada Mahasiswa 

Disarankan agar mahasiswa yang akan melaksanakan magang di 

bidang pendaftaran penduduk bagian pelayanan masyarakat untuk 

mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan 

teknis, maupun sikap kerja. Kedisiplinan dalam kehadiran, ketepatan 

waktu, dan penyelesaian tugas harus dijaga dengan konsisten. Selain itu, 

penting untuk selalu menunjukkan sikap sopan, menghormati staf instansi, 

dan aktif belajar dari setiap kesempatan yang ada.  

Dengan diterapkannya saran-saran tersebut, diharapkan kegiatan 

magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai 

Utara dapat berjalan semakin optimal, memberikan manfaat besar bagi semua 

pihak, dan menjadi wadah pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. 
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